
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1153, 2018 KEMENAG. Pencatatan Perkawinan. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCATATAN PERKAWINAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan 

kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi 

umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan 

perkawinan; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga 

perlu disempurnakan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan 

Perkawinan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 

Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik 

Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 

1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di  

seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

694); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3019); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2078); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3250); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 168); 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 851); 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735); 

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh 

Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736); 

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama 

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1252); 

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN 

PERKAWINAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya 

disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis 

pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam. 

2. Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai 

pencatat perkawinan. 

3. Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi 

tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan. 
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4. Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang 

selanjutnya disingkat P4 adalah anggota masyarakat 

yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama 

kabupaten/kota untuk membantu tugas Penghulu. 

5. Akta Perkawinan adalah akta autentik pencatatan 

peristiwa perkawinan. 

6. Buku Pencatatan Perkawinan adalah kutipan Akta 

Perkawinan. 

7. Kartu Perkawinan adalah Buku Pencatatan Perkawinan 

dalam bentuk kartu elektronik. 

8. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa 

rujuk. 

9. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan Akta 

Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang 

rujuk. 

10. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang 

selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah satuan 

kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam 

pada Kementerian Agama. 

 

Pasal 2 

(1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta 

Perkawinan. 

(2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Kepala KUA Kecamatan. 

(3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

melalui tahapan: 

a. pendaftaran kehendak perkawinan; 

b. pengumuman kehendak perkawinan; 

c. pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan  

d. penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan. 
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BAB II 

PENDAFTARAN KEHENDAK PERKAWINAN 

 

Bagian Kesatu 

Permohonan 

 

Pasal 3 

(1) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA 

Kecamatan tempat akad dilaksanakan. 

(2) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 

10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan 

perkawinan. 

(3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan 

kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin 

harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad 

dilaksanakan. 

 

Bagian Kedua 

Persyaratan Administratif 

 

Pasal 4 

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi 

formulir pendaftaran dan melampirkan: 

a. surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat 

tinggal calon pengantin; 

b. fotokopi akte kelahiran; 

c. fotokopi kartu tanda penduduk; 

d. fotokopi kartu keluarga; 

e. surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan 

setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar 

wilayah kecamatan tempat tinggalnya; 

f. persetujuan kedua calon pengantin; 

g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin 

yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; 

h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang 

mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua 
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